ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN
DI WILAY AH KONTINENTAL REPUBLIK INDONESIA

(Studi Direktori Putusan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Mdn)

SKRIPSI

Oleh :
Wiwik Dwi Jayanti

NIM. C73214068

o
.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2018



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwik Dwi Jayanti

NIM : C73214068

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
[slam

Judul Skripsi ‘ : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana

Pencurian Ikan di Wilayah Kontinental Republik Indonesia
(Studi Direktori Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.
Mdn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kescluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya

sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,

Wiwik Dwi jayanti
NIM. C73214068



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCURIAN IKAN DI WILAYAH KONTINENTAL REPUBLIK INDONESIA DALAM
PUTUSAN No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn” yang ditulis oleh Wiwik Dwi Jayanti, NIM

73214068, ini sudah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 20 September 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002




PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wiwik Dwi Jayanti ini telah dipertahankan di depan
sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel Surabaya pada hari Selasa, 6 November 2018 dan dapat diterima sebagai
salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam
Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguiji I, ' Penguji I,

Dr. Abd. Basith Junaidy, M. Ag "Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH.MH
NIP. 197110212001121002 NIP. 196803292000032001

Penguiji 111, Penguji IV,

Ikhsan Fgtah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

NIP.197504232003122001

Surabaya, 8 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

‘H Masruhan, M.Ag.
~195904041988031003




KEMENTERIAN AGAMA
[/‘q UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
QU 1*} PERPUSTAKAAN

bJ JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

N (WIWIK DWIJAYANTI

e L -
Fakultas/Jurusan : Syaciah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address ; wiwik.ptincess%@gmail.con: .

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan

UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : l;
= | Skripsi 3 Tesis [ Desertasi i 1 17 o5 P (R p— ) P
yang berjudul : |

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ‘
IKAN DI WILAYAH KONTINENTAL REPUBLIK INDONESIA (STUDI DIREKTORI |
PUTUSAN No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya  dalam  bentuk  pangkalan data  (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta fjin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Surabaya, 9 November 2018

Penulis

(Wiwik Dwi Jayanti)



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Ikan di Wilayah Kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-
Prk/2017/PN. Mdn)”, merupakan hasil dari penelitian yang diambil dari putusan yang didukung
oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim
terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi
Direktori Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn) dan bagaimana analisis hukum pidana
Islam terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi
Direktori Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn).

Data penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi
obyek penelitian. Adapun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis
menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen.
Kemudian dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola
fikir induktif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan
data yang ada. Dalam hal ini data tentang penerapan sanksi tindak pidana pencurian ikan di
wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan Nomor 13/pid.Sus-
Prk/2017/PN. Mdn) kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu
teori jarimah ta’zir.

Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa penjatuhan hukuman oleh
hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn tentang tindak pidana pencurian ikan
tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, karena
hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut menjatuhkan hukuman denda, sedangkan hukuman
yang ada di dalam UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 92 yakni pidana penjara dan
denda. Kedua, dalam hukum pidana Islam kejahatan yang dilakukan oleh terdawa termasuk
kategori jarimah ta’zir yang wewenangnya terletak pada penguasa. Ibnu Taimiyah berpendapat
sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seorang hakim harus mempertimbangkan berat
ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, maka diharapkan para aparat penegak hukum lebih menjaga dan
melindungi kekayaan alam negara Indonesia terutama dari tangan-tangan tak bertanggungjawab.
Dalam penjatuhan hukuman juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar
pelaku tidak berani melakukan perbuatannya lagi. Jika hakim hanya memberikan hukuman denda
yang nominalnya juga tidak sebanding dengan kekayaan bawah laut yang telah dirusak, maka
hukuman tersebut dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.
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DAFTAR TRANSLITERASI
Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang
berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan

untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No Arab Indonesia Arab Indonesia
1. ! : N {
2 % b ® z
3 = b ¢ ‘
4 = th ¢ gh
5. ¢ ] 2 f
6 c h ° q
7. < kh 2 k
8 ? d J 1
9 > dh ¢ m
10 . " © n
1. J z ? w
12. < s * h
13. ¢ sh g ’




14.

g

15.

g

d

Sumber: Kate L. Turabian. A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations (Chicago

and London: The University of Chicago Press, 1987).

B.

Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia
fathah a
Kasrah i
Dhammah u

Catatan: Khusus untuk Aamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah

berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun. Contoh: igtida ’(C«M\)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia Ket.
) fathah dan y adany
:f ya ’
] fathah dan w adanw
> wawu




Contoh Bayna (o®)

mawdu’ (gs=se)

3. Vocal Panjang (mad)

Tanda dan Nama Indonesia Ket.
Huruf Arab
) ' B a dan garis di
b fathah dan alif a o
kasrah dan ya’ 7 i dan garis di
bawah
) dammah danwawu u u dan garis di
5 atas
Contoh : al-jama. ‘ah (3 Ll ))
takhyir (omdd)
yaduru (LUsv)

C. T3’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua :

1. Jika hidup (menjadi mudaf) transliterasinya adalah £

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah 4.




Contoh : shari‘at al-Islam (p S Y 1 Any )

shari‘ah islamiyah (e Dl Ay 15)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang
ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku
dalam tulisan. Huruf awal (/nitial letter) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain

ditulis dengan huruf besar.



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki sekaligus dua
bentuk geografis dari suatu ciri Negara, yaitu Negara kepulauan dan Negara
daratan. Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berada pada dua
benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yakni
Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Indonesia yang
berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut juga
menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka
sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah “ikan”
yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.*

Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan salah satu Negara
yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas
17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1
juta km? (0,3 juta km perairan territorial dan 2,8 juta km perairan nusantara
atau 62% dari luas teritorialnya).

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi
perikanannya, di mana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta
ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi

kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan tangkap di

! Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 1.
21bid,..1.



Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton. Bentangan garis pantai
yang 81.000 km tersebut, menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia
memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang
sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta
sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi dan bahan
tambang lainnya.®

Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi
menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan,
industry kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Meski
demikian, potensi yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara
optimal. Produksi ikan tangkap Indonesia hingga saat ini Cuma sekitar 3,1
juta ton. Jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton atau India yang
mencapai 3,2 juta ton. Produksi ikan Indonesia nyaris disalip Filipina yang
hampir 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6
juta ton. Padahal, luas wilayah laut Negara-negara itu jauh lebih kecil
dibandingkan dengan Indonesia.*

Salah satu kegiatan yang semarak saat ini adalah kegiatan
pembudidayaan ikan, baik dilaksanakan secara tradisional maupun secara
modern, atau pembudidayaan ikan yang dilaksanakan di air tawar ataupun
di air laut. Oleh karena itu, dengan adanya kecenderungan pembudidayaan

ikan yang meningkat tersebut, maka pemerintah khususnya Menteri

3Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 2.
41bid., 3.



Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan
Menteri tentang lzin Usaha Pembudidayaan lIkan, sebagaimana diatur
sebelumnya dalam pasal 32 UU No. 31 Tahun 2004. Keberadaan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 tentang
Perizinan Usaha Pembudidayaan lkan disebabkan Pasal 32 UU Nomor 31
Tahun 2004 ini, juga ditindak lanjuti oleh PP No. 54 Tahun 2002 tentang
Izin Usaha Perikanan.®

Namun kehadiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini
merupakan kebijakan khusus di bidang izin usaha pembudidayaan ikan,
yang pada dasarnya juga mengatur mengenai perizinan yang ada kaitannya
dengan pembudidayaan ikan dan proses yang berkaitan dengan
pembudidayaan ikan. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 Permen
Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 yang menyatakan bahwa
jenis perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi: (a) Surat 1zin
Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan dan (b) Surat Izin
Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan.®

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengusaha di bidang
pembudidayaan ikan di wilayah Perikanan Republik Indonesia adalah
dengan memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan ini sifatnya mutlak.
Dalam pasal 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007

dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha di bidang

> Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia,... 139.
®Ibid, 140.



pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib
memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP) dibidang
pembudidayaan ikan ayat (1). Kewajiban memiliki surat usaha penangkapan
ikan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah
maupun terpadu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).’

Banyaknya potensi kekayaan sumber daya ikan di perairan
Indonesia membuat banyak manusia yang memiliki sifat rakus untuk
mengeksploitasi kekayaan tersebut dengan cara illegal. Baik dari warga
Negara Indonesia sendiri, maupun warga Negara asing yang secara illegal
mengambil kekayaan di perairan Indonesia secara besar-besaran. Seperti
kasus alat penangkap ikan dengan pukat harimau dan jaring pukat trawl
yang sudah jelas di larang digunakan, kasus tidak memiliki SIB (Surat Izin
Berlayar), kasus menangkap ikan tidak sesuai SIUP.® Bahkan kasus warga
Negara asing yang sengaja menangkap ikan dengan masuk wilayah Zona
Ekonomi FEksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin
Penangkapan Ikan (SIUP) menggunakan kapal yang juga tanpa adanya izin
dari pemerintah Indonesia.

Adanya tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia dapat

mendatangkan dampak yang negatif bagi kelangsungan kehidupan, terlebih

7 Ibid.,140.
8 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2011), hal. 194.



terhadap keadaan para nelayan tradisional Indonesia serta dapat merusak
sumber daya alam hayati di perairan Indonesia dan dapat memusnahkan
kekayaan laut Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan,
bahwa praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal
Indonesia sendiri yang tidak berizin memberikan dampak kerugian
mencapai 12-15 miliar USD atau maksimal 20 miliar USD. Selain kerugian
uang yang dialami oleh negara tersebut, praktik illegal fishing dapat
mematikan peluang nelayan tradisional negara kita untuk mendapatkan 1
juta ton ikan per tahunnya®. Hal ini juga disebabkan karena lemahnya
penegak hukum dan pengawasan di laut kita tidak sebanding dengan luas
laut dan kekuatan yang ada, sehingga para pelanggar hukum leluasa dalam

melaksanakan kegiatannya.

Banyaknya nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di
perairan Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Beberapa kasus yang pernah terjadi adalah kasus alat penangkap ikan yang
tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, kasus tidak memiliki SIB
(Surat Izin Berlayar), kasus menangkap ikan tidak sesuai SIUP dan kasus

penggunaan pukat harimau.°

Zaqiu Rahman, “Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal
Fishing”, Rechts Vinding Online, (Januari, 2015), 2.

19 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di Bidang Perikanan, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 194-211.



Tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP) yang dilakukan telah melanggar ketentuan pidana yang berlaku
untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut, dalam penangkapan ikan juga
telah di atur dalam ketentuan yang berlaku dengan upaya pelestarian
lingkungan baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut
syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kelestarian perairan negara
Indonesia. Sesuai dalam pasal 92 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
tentang Perikanan yang menyebutkan:

Pasal 92:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang

penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama

8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Hukuman di atas merupakan wupaya pemerintah dalam
menanggulangi kasus illegal fishing yang sering kali membuat pemerintah
geram dengan tindakan yang mereka lakukan, karena melakukan
penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia. Bukan hanya
melewati batas ZEEI, namun juga melakukan penangkapan ikan dengan
menggunakan jaring pukat trawl (pukat harimau), dimana penggunaan alat
tersebut dilarang oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya

terumbu karang dan ekosistem laut serta beragam sumber daya hayati di

dalamnya, termasuk ikan.



Tindakan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan
melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan firman Allah dalam Q.S

Al-Bagarah ayat 205:

}é"

g_a.;- 4.333 M‘)uﬂ‘““u@’)LGJWUpJY‘L?L;;“Jbe

=) sleall
Artinya :

Dan apabila ia berpaling (dari kamu) ia berjalan dibumi untuk
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan
binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan™."!

Hal tersebut juga ada dalam firman Allah Q.S Ar-Ruum : 41)

L;,\lluaxﬁu.uwu L;m;;;swfql,,mé;w‘ﬁ»
(20 Osnz i i) 516

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar).””?

Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi, Islam
juga mengajarkan agar manusia senantiasa menjaga kelestarian
lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-A’raf ayat 56 yang

berbunyi:

' Departemen Agama R.1, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, t.t), 40.
12 Departemen Agama R.1, A/-Qur’an dan Terjemahnya,....576.



Artinya:

"dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya
rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”?

Dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bumi
beserta isi nya untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,

bukan malah sebaliknya dirusak.'4

Di samping itu, Qur’an telah berkali-kali melarang manusia agar
tidak merusak ciptaan Allah di bumi. Sebab semua ini dijadikan bukan
hanya untuk mereka, tetapi juga untuk generasi-generasi selanjutnya, agar
mereka juga dapat memanfaatkannya. Perbuatan semacam ini merupakan
salah satu bentuk sikap kufur nikmat yang bisa mendatangkan siksa-Nya.®
Sebagai contoh adalah peristiwa yang menimpa kaum ‘Ad, kaum Tsamud,
dan kaum-kaum lain setelahnya, yang sudah Allah peringatkan dalam Q.S

Al-Fajr ayat 11-14:

13 Tbid, 212.

YGufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia
dalam perspektif figh albi’ah) Cet.1 (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 97.

!5 Yusuf Al Qardlawi, Figih Peradaban, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 179.
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Artinya:

“l1. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, 12. lalu mereka
berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, 13. karena itu Tuhanmu
menimpakan kepada mereka cemeti azab, 14. Sesungguhnya Tuhanmu
benar-benar mengawasi. 1%

Di sisi lain dalam tindak pidana menangkap ikan tanpa adanya
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut pandangan hukum islam
merupakan kejahatan dalam hukum pidana islam. Ulama muta’akhirin
menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai Fikih Jinayah, yang
dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam.!” Dalam mempelajari fikih
Jinayah, ada dua istilah penting. Pertama, adalah istilah Jinayah itu
sendiri dan kedua adalah jarimah. Pertama, pengertian Jinayah adalah
semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah
tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara’ (Hukum Islam).!8Kedua,
adalah jarimah. Yang dimaksud dengan jarimah itu sendiri adalah
larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman

had atau ta’zir."® Adapun pengertian jarimah adalah sebagai berikut:

o of kA

oG Y <% 3SN 4 wd ° % oo 0% %8
AP0 38 g W Leia Ot

16 Departemen Agama R.1, A/-Qur’an dan Terjemahnya,...892.

1"Rahmat Hakim, Hukum pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11

18 1bid, Hal 12
19 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 1.
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Artinya:

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had
atau ta’zir.”%

Dalam hal ini _jarimah memiliki unsur, yaitu unsur umum dan unsur
khusus. Unsur umum jarimah itu, seperti unsur formal (a/-Rukn al-Syar’iy),
yakni telah ada aturannya, (al-Rukn al-Madi), yakni telah ada
perbuatannya, dan (al-Rukn al-Adabiy), yakni ada pelakunya. Sedangkan
unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jarimah,
namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh, mengambil harta
milik orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimahpencurian,
atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah

pembunuhan.?!

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam, akan tetapi para
ulama membagi jarimah ke dalam tiga macam, yaitu jarimah hudud,
Jjarimah qishas/diyat, dan jarimah ta’zir. Jarimah hududialah jarimah yang
diancam dengan hukuman Aad Pengertian had, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

Jw s 530 k3 56 g

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’
dan merupakan hak Allah.

20 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah, t.p, 1973, 219.

2! Ahmad Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

22 Abdul Qadir Al Audah, A¢-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz I, (Dar Al Kitab Al-‘Arabi: Beirut,

t.t), 67.
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Sedangkan jarimah gishas atau diyat adalah jarimah yang diancam dengan
hukuman gishas atau diyat. Baik gishas maupun diyat adalah hukuman
yang keduanya sudah ditentukan oleh syara’ Sedangkan jarimah ta’zir
adalah jarimah yang diancam dengan hukuman fa’zir. Sebagaimana

pengertian fa ’zir sebagai berikut:
B2 £ S e L33 g

“Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) belum
ditentukan hukumannya oleh syara’.’>’

Dalam hal ini, jarimah ta’zir dibagi menjadi dua macam, yang
pertama adalah jarimah ta’ziryang ditetapkan oleh syara’dan kedua adalah
Jjarimah ta’zir yang ditetapkan oleh penguasa. Perbedaan antara jarimah
ta’zir yang ditetapkan oleh syara’ dengan jarimah ta’zir yang ditetapkan
oleh penguasa ialah kalau jarimah ta’zir yang ditetapkan oleh syara’tetap
dilarang selama-lamanya. Akan tetapi, jarimah ta’zir yang ditetapkan oleh
penguasa bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala

kepentingan masyarakat menghendaki demikian.?*

Jika tindakan penangkapan ikan tanpa surat izin merupakan tindak
pidana pencurian ikan, maka disini perlu dilihat unsur-unsur dari pencurian
dalam hukum pidana Islam. Terdapat 4 unsur-unsur dalam pencurian yaitu,

pertama mengambil harta secara diam-diam. Yang dimaksud secara diam-

23 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), X.
24 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 9.



12

diam adalah pengambilan harta yang tidak diketahui oleh pemiliknya dan
tanpa kerelaan oleh pemiliknya.?> Dalam unsur pertama ini terpenuhi,
karena kapal penangkap ikan melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin
penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia, atau bisa dikatakan tanpa

kerelaan dari pemerintah Indonesia itu sendiri.

Kedua, barang yang dicuri berupa harta. Terdapat 4 syarat barang
yang dapat dikatakan dapat dicuri. Yaitu barang bergerak, berharga,
memiliki tempat penyimpanan yang layak dan sampai nisab.?® Dalam hal
ini syarat barang yang ketiga yaitu memiliki tempat penyimpanan yang
layak, menurut penulis tidak terpenuhi dari Airz bi al-makan nya atau
tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang. Sebab Airz itu
ada tiga macam hiriz bi al-makan, hiriz bi al-nafs dan hirz bi al Hatizh atau
hirz bi ghairihi. Yang dimaksud dengan Airiz bi al-makan adalah tempat
yang disediakan khusus untuk menyimpan barang serta tidak semua orang
diperbolehkan masuk tanpa izin pemiliknya dan kedua, hirz bi al-nafs
adalah tempat penyimpanan harta yang dijaga oleh diri sendiri, dan yang
ketiga, hirz bi ghairihi adalah suatu tempat yang bukan disediakan untuk
menyimpan barang akan tetapi tempat itu bisa menjadi Airzjika ada yang
menjaganya.”’” Meskipun dalam hal ini menurut penulis, ikan di laut

merupakan makhluk hidup bergerak yang dalam penjagaan atau dilindungi

25 Ahmad Djazuli, Figh Jinayah,...73.

26 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,...83.

27 Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif
Hukum Islam”, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 15 April 2008, 239-259, (April, 2008), 246.
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negara Indonesia sesuai dengan batas ZEEI tetapi untuk hiriz bi al-
makannya tidak terpenuhi, sebab ikan dilaut bergerak bebas baik keluar
masuk batas ZEEI, sehingga untuk tempat yang disediakan khusus untuk

menyimpan harta dalam hal ini tidak terpenuhi.

Yang ketiga, harta tersebut milik orang lain. Yang dimaksud milik
orang lain adalah harta tersebut ketika terjadi pencurian adalah milik
orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah
waktu pencuri memindahkan harta tersebut dari tempat
penyimpanannya.”® Atas dasar ini maka tidak ada hukuman had dalam
pencurian yang pemiliknya subhat. Subhat dalam hal ini adalah harta
tersebut milik bersama, bukan milik perorangan. Dalam hal ini, ikan di
perairan Indonesia adalah harta milik bersama dan siapa saja boleh
mengambilnya asalkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.
Sehingga unsur ketiga ini tidak terpenuhi karena ikan di perairan

Indonesia merupakan harta bersama atau harta subhat.

Keempat, ada i’tikad tidak baik yang melawan hukum, seorang
pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah
haram dan dengan perbuatanya itu ia bermaksud memiliki barang yang
dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.?® Dalam hal ini,
proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing maupun

warga negara Indonesia sendiri tanpa adanya surat izin usaha perikanan,

28 Ahmad Djazuli, Figh Jinayah,...78.
2 Ahmad Djazuli, Figh Jinayah,...80.
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merupakan satu bukti bahwa memang benar telah disengaja dalam
penangkapan ikan tanpa adanya surat izin dari pemerintah Indonesia,
meskipun dalam hal ini ikan di perairan Indonesia merupakan harta

bersama atau harta subhat.

Sehingga dapat diambil kesimpulan, dari keempat unsur pencurian
yang menggunakan hukuman Aadpotong tangan di atas terhadap kasus
yang penulis angkat sebagai judul penelitian ini, yaitu “Analisis Hukum
Pidana Islam terhadap Pencurian Ikan di Wilayah Kontinental Republik
Indonesia (Studi Direktori Putusan No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn)”

tidak terpenuhi, melainkan menggunakan jarimah ¢a "zir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukuman ¢a’zir yang
bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama dalam penelitian
yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian Ikan di
Wilayah Kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan No.

13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn)”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah. Adapun
masalah-masalah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:
Tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia.
Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian ikan di wilayah

kontinental Republik Indonesia.
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Sanksi dari tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik
Indonesia.

. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian
ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi DirektoriPutusan
No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn).

. Analisis hukum pidana Islam dalam tindak pidana pencurian ikan di
wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan
13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan bertujuan agar
permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi
penulisan karya ilmiah ini dengan batasan:

. Tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia.
Sanksi dari tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik
Indonesia.

Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka
pembahasan masalah dalam karya ilmiah ini akan memfokuskan dalam
beberapa pembahasan yang lebih rinci lagi untuk diteliti lebih lannjut lagi,
yaitu:

. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencurian
ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan

No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn)?
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2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dalam tindak pidana pencurian
ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan
No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang atau akan dilakukan tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum
pembuatan skripsi diantaranya:

Dalam skripsi yang disusun oleh Nanda Pradhita Susilowati,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus
terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU
No. 45 Tahun 2009”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai sanksi khusus
yang diberikan hakim terhadap pelaku kapal berbendera asing sesuai
dengan instruksi yang dikeluarkan Presiden agar menenggelamkan kapal
dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.3°

Dalam skripsi yang disusun oleh Raffah Wardani Hidayat Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis

3Nanda Pradhita Susilowati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Tindakan
Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun
2009, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
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Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan
Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan
Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No
18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sanksi
tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera
asing tanpa adanya surat izin penangkapan ikan (SIPI) sesuai dengan pasal
93 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun
2009 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan yang mana hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.
300.000.000,- dan pidana kurungan selama 6 bulan.

Skripsi yang disusun oleh Wasilah Fakultas Syariah dan Hukum
yang berjudul “Tindak Pidana Illegal Fishing dan Hukumanya Menurut
Hukum Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan
(Study Komparatif)”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa adanya
persamaan il/legal Fishing antara hukum positif dan hukum islam yaitu
sama-sama memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana
pencurian, dimana dalam hukum pidana Islam menggunakan kaidah
sedangkan dalam hukum positif tiada delik tiada hukuman sebelum ada
ketentuan terlebih dahulu. Sedangkan perbedaanya menurut hukum pidana
Islam hukuman tindak pidana 7//egal fishing berupa hukuman hadd/potong
tangan dan #a’zir berupa pengganti kerugian dan menurut hukum positif
dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.

20.000.000,00.
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Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan
kata dari penelitian sebelumnya dan menjadi alasan untuk diteliti dengan
judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Ikan di Wilayah
Kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan No. 13/Pid.Sus-
Prk/2017/PN. Mdn)” yang mana dalam pembahasannya akan mengkaji
tentang pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian ikan
di wilayah kontinental Republik Indonesia tanpa memiliki STUP (Surat Izin
Usaha Perikanan) yang ditinjau dalam hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar
penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:
1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencurian
ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan
No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn).
2. Mengetahui sanksi menurut hukum pidana Islam dalam tindak pidana
pencurian ikan di wilayah Kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori
Putusan No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat

digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu:
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1. Aspek teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan
dengan masalah tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental
Republik Indonesia.

2. Aspek praktis
a. Dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian
ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia.

b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa
pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan di
wilayah kontinental Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya
definisi operasional dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan
dengan judul yang diangkat penulis. Yaitu:

1. Hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur perbuatan yang
dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had atau ta zir. 3!

2. pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda seluruhnya
atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara

melawan hukum.32

31 Ahmad Djazuli, Figh Jinayah, Cet. 11,(Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 2.
32 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 37-39.
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3. Wilayah kontinental atau landas kontinen adalah wilayah dasar laut yang
merupakan lanjutan dari sebuah benua.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif
dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa
data tertulis dari dokumen, undang-undang, dan putusan Pengadilan Negeri
Medan nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn yang dapat ditelaah. Untuk
mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa

persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah Studi kepustakaan
(library research) merupakan metode tunggal yang akan digunakan dalam
penelitian hukum normatif.

Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan bahan dari studi
putusan Pengadilan Negeri Medan, yakni tentang tindak pidana pencurian
ikan yang dilakukan oleh warga negara Thailand di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia Selat Malaka dalam studi direktori putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn.

2. Data yang dikumpulkan
a. Data mengenai putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 13/Pid.Sus-
Prk/2017/PN.Mdn Tentang tindak pidana pencurian ikan di wilayah

kontinental Republik Indonesia.



21

b. Ketentuan tentang tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental
Republik Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari
mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dari penelitian ini
adalah:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas,
artinya bersifat mengikat. Yang dapat bersifat mandatory authority
(meliputi peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, dan putusan hakim).33
Adapun bahan hukum primer yang diambil untuk penelitian ini
adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 13/Pid.Sus-
Prk/2017/PN. Mdn, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang mendukung
informasi bahan primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder dapat
meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum,
ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum,

skripsi hukum, undang-undang dan putusan pengadilan.3*

33 Dyah Ochtarina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.
34 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47



22

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia

Ahmad Djazuli, Figh Jinayah

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Gufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan

Zaqiu Rahman, Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha
Memberantas Praktik Illegal Fishing

Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di
Bidang Perikanan

Mardani, Jurnal Hukum Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam,

Volume 2

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (Library

Research), maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

a. Teknik dokumentasi yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data

melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.?> Dalam hal

ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 13/Pid.Sus-

Prk/2017/PN.Mdn.

35 Bambang Sanggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

117.
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Teknik kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji /iteratur atau buku

yang berkaitan dengan objek penelitian.3°

5. Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai

berikut:

Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan,’’
yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian ikan di wilayah

kontinental Republik Indonesia.

. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh

dalam kerangka uraian yang sudah direncanakan.’®

. Analyzing, yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah

menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.?® terhadap hukuman
bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental
Republik Indonesia dalam putusan nomor :  13/Pid.Sus-

Prk/2017/PN.Mdn.

6. Teknis analisis data

Teknis analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara

sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka,

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan

3¢ Ibid, 117

37 Masruhan, Metode Penelitian (Hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.
38 Masruhan, Metode Penelitian (Hukum),... 197.

3 1bid,..198
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menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.*® Dalam hal ini data tentang
dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan
nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana pencurian ikan
di wilayah kontinental Republik Indonesia, kemudian dianalisis dengan

hukum pidana Islam dalam hal ini teori Jarimah ta’zir.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi
terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan,
dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiridari beberapa
sub-sub, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan
sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai

berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum teori ta’zir yang
meliputi pengerttian ¢a zir, dasar-dasar hukum ¢a ’zir; tujuan dan syarat-syarat

ta’zir, pembagian jarimah fa’zir, macam-macam sanksi ta’zir.

40 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001),

248.
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Bab ketiga merupakan pembahasan tentangsanksi hukum yang
diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah
kontinental Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP (Surat Izin Usaha

Perikanan) dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn.

Bab keempat adalah analisa pertimbangan hukum yang diberikan
hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan tanpa memiliki SIUP

(Surat Izin Usaha Perikanan) dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari
pembahasan yang telah diuraikan, serta saran-saran yang dapat penulis

kemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.



BABII

TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH KONTINENTAL

REPUBLIK NDONESIA

A. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Zllegal Fishing) Perspektif Hukum Pidana

1.

Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda Strafbaar feit merupakan istilah yang jika
diterjemahkan dalam istilah bahasa Indonesia mempunyai arti tindak
pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan
pidana.*! Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa, strafbarfeit adalah
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku
yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-
sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”#>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (stratbaar feit)
adalah:® (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan), (2) diancam dengan pidana (statbaar gesteld),

(3) melawan hukum (onrechtmatig), (4) dilakukan dengan kesalahan (met

4 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 96-97.

42 P A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-4, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2011), 182

43 Sudarto, Hukum Pidana I, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 32.

26



27

schuld in verband staand), (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(toerekeningsvatooar person).
Pencurian Ikan (Illegal Fishing)

Berdasarkan terjemahan kamus 7he Contemporary English
Indonesian Dictionary bahwa, "Illegal” artinya tidak sah, dilarang atau
bertentangan dengan hukum. "Fish"” artinya ikan atau daging ikan dan
" Fishing"artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat
menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat
dikatakan bahwa " //legal Fishing" menurut bahasa Indonesia sendiri berarti
menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak
sah.#

Dalam peraturan perundang-undangan kelautan, terutama
menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi
“kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam kejahatan maupun
pelanggaran tidak terdapat istilah ///egal fishing.

Istilah ini terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (5) UU No 45
Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
yakni: “kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam

keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan

4 Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, (Jakarta: Modern English Press,

2003), 65.
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yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkanya”.*’
Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum paling umum
terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah
pencurian ikan yang dilakukan tanpa memiliki surat izin khususnya dari
beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan
ZEEI, melainkan masuk sampai ke Perairan Indonesia.*¢ Untuk pencurian
ikan, ketentuan pidananya berada pada Pasal 92:
“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di
bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,
dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Bentuk-bentuk kegiatan 7/legal fishing yang umumnya terjadi di
wilayah perairan Indonesia diantaranya yaitu:*’ (1) penangkapan ikan

tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3)

penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, (4)

4 Nunung Mahmudah, /llegal Fishing, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98.

46 Bab IV Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan /llegal, Unreporte and Unregulated Fishing (IUU
Fishing) Tahun 2012-2016.

47 Akhmad Solihin, Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum
Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional,tesis, Universitas
Padjadjaran, Bandung, 2008, 163.
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penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang
tercantum dalam surat izin penangkapan ikan.

Selain itu, syarat untuk kapal berbendera asing yang harus
terpenuhi agar menjadi legal, maka harus sesuai dengan (Pasal 1 ayat 16)
sampai dengan ayat (18) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Pertama, adanya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan
degan menggunakan sarana prouksi yang tercantum dalam izin tersebut.
Kedua, adanya Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu surat izin
tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengangkutan ikan. Ketiga, adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),
yakni izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari SIUP.

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwasannya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan harus
mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, dan peralatan
yang digunakan harus sesuai dengan syarat yang ada dalam peraturan
perundang-undangan perikanan Indonesia yang telah ditentukan agar
dalam penangkapan ikan tersebut tidak merusak habitat serta ekosistem

laut yang lain.
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3. Sanksi Hukum Zllegal Fishing
Hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang beragam
bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang
dilakukanya, diantaranya:
a. Pidana Penjara
Sanksi pidana penjara dapat dipidanakan kepada pelaku yang
melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU. Seperti Nahkoda
pemimpin kapal perikanan, ataupun setiap orang yang dengan sengaja
mengoperasikan kapal baik berbendera Indonesia atau berbendera asing
yang bertujuan untuk melakukan usaha penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan kimia, bahan peledak, atau peralatan apapun yang
dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan
laut.
b. Pidana denda
Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk
mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa
pencegahanperbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian yang
telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung
oleh kejahatan //legal Fishing tersebut. didalam UU No 45 Tahun 2004

pidana denda merupaka pidana tambahan yang melekat dari setiap
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sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku Illegal Fishing,
sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah
ditambahkan pidana denda. 48
c. Penyitaan
Sanksi berupa penyitaan adalah sanksi tambahan yang
dibebankan kepada pelaku //legal Fishing yaitu berupa penyitaan kapal
dan peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh
pengadilan sebagai barang bukti.
d. Pencabutan izin
Sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki ataupun
mengoperasikan kapal penangkapn atau pengangkut ikan yang tidak
melakukan bongkar muat ikan tangkapan dipelabuhan perikanan,
sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Perikanan.
Seprti dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan
izin, dan akhirnya pencabutan izin.*
4. Batas-Batas Perairan Indonesia
Dalam perairan Indonesia terdapat beberapa batas-batas yang
harus diketahui yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut

Teritorial, laut lepas, dan landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial

8 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007). 8.
4 Pasal 41 ayat (4)



32

yaitu laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar
12 mil laut diukur dari garis pangkal. 3

Sesuai Pasal 1 ayat (22) UU No. 45 Tahun 2009 laut lepas menurut
hasil dari konvensi Jenewa yaitu segala perairan yang terletak diluar, tapi
bersambungan dengan laut Teritorial negara pantai. Secara sistematis
dapat dikatakan bahwa bagian laut dihadapan suatu negara pantai adalah
sebagai laut lepas, apabila lebar dari laut tersebut melebihi dari jumlah
batas laut teritorial dari negara pantai yang porsi geografisnya berhadapan
atau yang menegelilingi perairan laut dihadapanya. 3!

Selanjutnya wilayah atau daerah dibawah laut atau dasar laut
disebut dengan landas kontinen atau dengan kata lain dasar laut beserta
tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sampai
kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan
eksplorasi dan eksploitasi alam. Landas kontinen diukur darigaris paling

dasar yaitu paling jauh 200 mil laut.>?

S0 Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 21.

31 Ibid., 45.

52 | Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, (Bandung: Yrama
Widya, 2014), 14.
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5. Tindak Pidana Pencurian

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Pencurian”
berasal dari bahasa “curi (mencuri)” yaitu mengambil sesuatu yang bukan
haknya. Adapun menurut istilah (terminologi) mencuri berarti mengambil
sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa izin pemiliknya,
contohnya masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.>>

Menurut Andi Hamzah, pencurian adalah perbuatan dengan sengaja
mengambil benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan
maksud memilikinya secara melawan hukum.>*

Selain itu, dalam ilmu kriminologi menurut Lamintang dan Theo
Lamintang pencurian termasuk dalam kejahatan harta kekayaan.
Sebagaimana pengertian pencurian yang disebutkan diatas. Di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang disebut
pencurian adalah terdapat dalam Pasal 362 KUHP. “Barangsiapa
mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena
pencurian dengan pidana penjara paling lam lima tahun atau denda paling

banyak sembilan ratus rupiah”

53 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 2010), 116.

54 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 37-39.

5Lamnintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), 3.
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Pada pasal diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 3

a. Perbuatan mengambil tanpa izin,
b. Yang diambil haruslah suatu barang,
c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
d. Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan
sengaja melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam kasus pencurian ikan
tanpa adanya SIUP di wilayah perairan Indonesia termasuk dalam kategori
tindak pidana pencurian baik sebagian atau seluruhnya dengan maksud

untuk bisa dimiliki dengan melawan hukum.

Menurut Laden Marpaung dalam bukunya, pencurian ikan dalam
tindak pidana di wilayah perairan (laut) Indonesia sebenarnya berbeda
dengan pencurian ikan yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP. Jika
mencuri dilakukan misalnya dengan pancing, jala, dll dimana tidak
mungkin merusak lingkungan atau tidak mungkin mengakibatkan
kepunahan maka perbuatan tersebut termasuk “pencurian yang diatur

dalam KUHP”.57

56 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 98.
57 Laden Marpaung, Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),
75.
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Sebaliknya, pengertian pencurian ikan dalam UU Perikanan,
yaitu jika pencurian ikan dilakukan dengan bahan peledak, bahan
beracun, alat-alat yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan maka
hal tersebut melanggar UU Perikanan. Seperti yang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus pencurian ikan yang dilakukan
tanpa memiliki SIUP di wilayah perairan Indonesia yang terdapat dalam
Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

B. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Zllegal Fishing) Perspektif Hukum Pidana
Islam

1. Jarimah

a. Pengertian Jarimah
Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu jarimah apabila
perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau
masyarakat.>®
Menurut Djazuli, jarimah memiliki unsur khusus dan umum.
Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap

jenis jarimah, sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang

8Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17.
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hanya terdapat pada jenis jarimahtertentu dan tidak terdapat pada jenis
Jjarimah yang lain.>
Unsur umum jarimah tersebut seperti yang telah dikemukakan
oleh Abd. Al Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi:
1) Unsur formal atau al-rukn al-syar’iy
Ketentuan syara’ atau nass yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada
undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan
sanksi kepada pelaku tindak pidana.®®
2) Unsur materiil atau a/-rukn al-madi
Ketentuan syara’ atau nass yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti
melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam
melakukan sesuatu) ataupun yang bersifat negatif (pasif dalam
melakukan sesuatu).!
3) Unsur moril atau al-rukn al-adaby
Dalam wunsur ini dikatakan bahwa seseorang dapat

dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau

*Djazuli, Figih Jinayah (UpayaMenanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000), 12.

SOM. Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 2.

®11bid, 2.
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sedang dibawah tekanan. Dalam artian, pembuat tindak pidana ini
haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan
perbuatannya.5?

Selain unsur diatas juga dilihat dari unsur khusus yaitu unsur
yang terdapat dalam suatu jarimah yang tidak terdapat pada jarimah
lain. Seperti mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dalam
jarimah pencurian, d11.93

b. Macam-macam Jarimah
Adapun menurut Ulama Fiqih, pembagian dan macam-macam
Jjarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi:
1) Dilihat dari segi beratnya hukuman
a) Jarimah Hudud
Segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan
bentuk, jumlah dan ukuran hukumanya dan merupakan hak
Allah SWT semata-mata.
Oleh karena hukuman Aadd adalah merupakan hak Allah
maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh
perseorangan, Audud terbagi menjadi dua jenis yaitu Audud

yang merupakan hak Allah seperti Audud atas jarimah zina,

62]bid, 3.
83Djazuli, Figih Jinayah...,12.
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syurb khamr, pencurian dan pemberontakan dan kedua Audud
merupakan hak manusia yaitu seperti hadd gadhafdan gisas.
b) Jarimah Qisas/ Diyah

Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran
terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh
atau melukai seseorang. Qisas adalah memberikan perlakuan
yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang
dilakukannya. Diyah artinya ganti rugi dengan harta. Jarimah
gisas merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa
menggugurkan hukuman gisastersebut, baik melalui permaafan
tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.®*

Karena dalam skripsi yang penulis bahas disini adalah
lebih fokus pada jarimah ta’zir, maka penulis akan membahas
tentang jarimah ta’zir lebih ringkas.

2. Pengertian Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ¢a’zir.

Pengertian ta zirberasal dari kata ,j — ,; yang secara etimologis berarti a4

3,15 yaitu menolak dan mencegah.

®Nurul Irfan dan Mayrofah, Figih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 195.
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Pengertian ta’zir secara terminologis, yang dikehendaki dalam

konteks figh jinayah adalah seperti yang dikemukakan berikut:

o Gpt
)

38 w5 I3yl S5 g3 0 35 S Siggailsh 3
G el oyl 28
Artinya: “Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan

ketentuan kadar hukumnya oleh shara’ dan menjadi kekuasaan
waliyyul amri atau hakim.”

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman #a ’ziradalah hukuman yang
belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik
penentuan maupun pelaksanaannya.%¢

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman
yang akan dikenakan, maupun kadar hukumannya. Bentuk hukuman dengan
kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai
faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan
bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan
pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam

Undang-Undang. 7

85 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 141.
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 19.

87 Abdur Rohman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
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Penerapan hukuman ¢a’zir berbeda-beda, baik status pelaku, maupun
hal lainnya. Terkait teknis pelaksanaan hukuman #a’zirterdapat hadits sebagai

berikut:

b (o3 19 ooy e 0 Lo 0 3 06 206 g ) oz v 12
33019 43
Artinya: “Dari Aisyah r.a bahwa Nabi Saw bersabda, ‘ Ringankanlah hukuman
bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan
mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud’.” (HR. Ahmad).%
3. Dasar Hukum disyariatkannya Hukuman 7a’zir
Dasar hukum disyari’atkannya ta’zir terdapat dalam beberapa hadits
Nabi Saw dan tindakan sahabat. Diantaranya adalah sebagai berikut:
8 oo ol o 0 o 10 Bishe i 1 1 55 8 6
a3

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi
Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.”(HR. Abu
Dawud, Al Tirmidzi, Al Nasa’l, dan Baihaqgi. Dishahihkan oleh Hakim).

Sanksi jarimah ta’zir secara penuh terletak pada wewenang penguasa
demi terealisasinya kemaslahatan umat. Pertimbangan paling utama adalah

tentang akhlak. Dalam menetapkan sanksi hukuman terhadap jarimah ta’zir,

acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi

68 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 3, terjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),

493.
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segenap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Disamping

itu penegakan hukuman fa’zir harus sesuai dengan prinsip syar’.%

4. Pembagian Jarimah Ta’zir

Berikut adalah wilayah pembagian jarimah ta’zir:

1.

Jarimah hudud atau gishas dan diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke
sanksi tazir, seperti:

a. Orang tua yang mencuri harta anaknya, dalilnya yaitu:

-

133 Y J ¢
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Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata, Seseorang lelaki berkata,

‘Wahai Rosulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara
ayahku juga membutuhkan hartaku.’ Maka beliau bersabda: ‘Engkau
dan hartamu adalah milik ayahmu’.” (HR. Ibnu Majah)

b. Orang tua yang membunuh anaknya, dalilnya yaitu:

v§ 1 Juas s é\ 8}9 ‘;’:: ARl 3 Bds J6 ..usé NG
Sakzal e gzdj&g:\.!@j! 3\.3.3‘27 6.1.&’4...13«“\61.‘94&\\ J}.o)g.,o.c‘d\
g o g3

Artinya.: Dari Mujahid dia berkata, seorang lelaki menebas anaknya
dengan pedang sehingga membunuhnya, kemudian perihal tersebut
diangkat kepada Umar, maka Umar berkata, seandainya aku tidak
mendengar Rosulullah Saw pernah bersabda: “Seorang bapak tidak di
qgishas karena membunuh anaknya” Niscaya aku akan membunuhmu
sebelum kamu bermalam. (HR. Ahmad)

89 Mustofa Hasan dan Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah)..., 77
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Jarimah hudud atau gishas dan diyat yang tidak memenuhi syarat akan
dijatuhi sanksi ta’zir. Misalnya percobaan pembunuhan, percobaan
pencurian dan percobaan zina.
Jarimah yang ditentukan Al Qur’an dan Al Hadits, namun tidak
ditentukan sanksinya. Seperti penghinaan, tidak melaksanakan amanah,
saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
Jarimah yang ditentukan u/i/ amri untuk kemaslahatan umat, seperti
penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan dan
money laundrying.
Macam-macam Sanksi Hukuman 7a’zir
Ada beberapa macam sanksi hukuman pada jarimah, antara lain:
. Hukuman 7a’ziryang Berkaitan dengan Badan
Hukuman ¢a’zir yang berkaitan dengan badan terdapat dua jenis,
yakni hukuman mati dan jilid.
a. Hukuman Mati
Hukuman mati umumnya diterapkan sebagai hukuman gisas
untuk pembunuhan sengaja, dan sebagai hukuman Aad untuk jarimah
hirabah, zina muhsan, riddah, jarimah pemberontakan, untuk jarimah
ta’zir.
Di bawah ini adalah hadits yang menjadi alasan dari para

ulama untuk membolehkan adanya hukuman mati, diantaranya:



43

@}Q}\@fﬁ&}mc\ 2 bJﬂéscagfgguw

° j.l.:ﬁ vgiab/é‘

“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian berada dalam
suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak

tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka bunuhlah
orang tersebut (HR. Muslim).

Menurut madzhab Syafi’iyah, hukuman mati diperbolehkan
dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari
ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa
diterapkan kepada pelaku homoseksual (/iwath) dengan tidak
membedakan antara muhsan dan ghairu muhsan. Alasan yang

dikemukakan oleh Syafi’iyah adalah hadits berikut:

“ ﬁ/°// < 4% % 3 ,.’.///J,o,ﬂ’5°/,a/
& 19 Jeldt 153l byl 38 (Lo (faag ogkusg s

“Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum
Nabi  Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan
objeknya. (diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa’i).

Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman

mati sebagai sanksi ta’zir, beralasan dengan hadis berikut:

ol Jpy afy o oy dy ¥ 6 g NEREIFERER

Gyadt : anad 813 B 13 (i o ;S8 sy
Ve

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak
ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rosulullah, kecuali

salah satu dari tiga sebab ini, yaitu qgishas pembunuhan, pezina
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muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri
dari jamaah. THR. Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)

Alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati pada
sanksi ta’zir berdasarkan hadis sebagian ulama mengharuskan
memakai pedang. Pemilihan pedang sebagai alat dalam melaksanakan
hukuman mati, karena pedang itu mudah digunakan dan tidak
menganiaya si terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang
itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu, dikalangan ulama terkemuka
sekarang membolehkan penggunaan selain pedang selama tujuan dan
hikmah penggunaan pedang tercapai dengan alat tersebut, seperti
dengan kursi listrik atau ditembak.”®

b. Hukuman Cambuk (/ilid)

Hukuman cambuk (7i/id) cukup efektif dalam menjerakan
pelaku jarimah ta’zir.”' Hukuman cambuk dalam jarimah hudud, baik
perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh
para ulama.”?

Adapun hukuman ji/id dalam pidana ta’zir, berdasarkan Al
Qur’an, hadis dan ijma’. Seperti dalam Al Qur’an terdapat pada surat

An Nisa’ ayat 34:

% A. Djazuli, Figh Jinayah,... ,195.
"1 M. Nurul Irfan dan Musyarofah, Figh Jinayah,..., 149.
2 A. Djazuli, Figh Jinayah,..., 195.
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Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,
dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka
Jjanganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S. An Nisaa’:
34).
Adapun dalam penentuan jumlah maksimal hukuman
cambuk ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi tidak

boleh melampaui batas hukuman Aad. Dalam hal ini, madzhab Hanafi

berpedoman pada hadis:

- /5}0‘ - ,)‘1 w (3 2 ‘6/ /.// o -
)
gL S e /M,cgbcb.y

Barang siapa yang melampaui hukuman dalam hal selain
hudud, maka ia termasuk melampaui batas. (HR. Al Baihaqi dari
Nu’am bin Basyir dan Al Dhahak)

Mengenai  pelaksanaan  hukuman  cambuk, ulama

menyebutkan ukuran cambuk tersebut mu’fadil, tidak kecil juga tidak

besar. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah ta’zir adalah
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untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan.
Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi
sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara itu, apabila si
terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka, karena
auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung,
tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, dan farji. Karena apabila
diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat,

bahkan tersangka bisa meninggal dunia.”

2. Sanksi Ta’ziryang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

a. Hukuman Penjara (A/ Habsu)

Menurut bahasa A/ Habsu adalah menahan. Menurut Ibnu
Qayyim, al habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan
perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid maupun di
tempat lain.”*

Atas dasar inilah maka kebanyakan ulama membolehkan Ulil
Amri membuat penjara, meskipun ada wulama yang tidak
membolehkannya, karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya,
meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di

masjid. Selain itu, para ulama mendasarkan kebolehannya kepada

73 1bid,...,152.

"4 A. Djazuli, Figh Jinayah,.... 205.
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tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubai di Mekkah serta
sunnah Rosulullah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh
(untuk menunggu proses persidangan) sebagaimana yang sudah

diterangkan dalam hadits:

3 o ol il 80 o o0 5 ol 3w 38 (iS5 5
g

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya
bahwasannya Nabi Saw menahan seseorang karena disangka

melakukan kejahatan.”(HR. Abu Dawud, Al Tirmidzi, Al Nasa’l, dan
Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim)

. Hukuman Pengasingan
Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang

diterapkan untuk jarimah hirabah (perampokan). Hal ini didasarkan

pada Surah Al Maidah ayat 33:

- 2
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Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan
kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”
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Adapun tempat pengasingan juga diperselisihkan oleh para
fugaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya
menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan
Islam. Sedangkan menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir,
pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Berbeda
lagi dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang
mengemukakan bahwa pengasingan itu artinya dipenjarakan.”

Sedangkan untuk lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada
kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi’iyah dan
Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar
tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan
hukuman Aad. Apabila pengasingan fa’zir melebihi satu tahun, ini
berarti bertentangan dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh
Imam Al Baihaqi dari Nu'man ibn Basyir bahwa Rosulullah saw

bersabda:

Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had
bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui

batas.

3. Hukuman 72 ’ziryang Berkaitan dengan Harta

7> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,..., 265.
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Sanksi hukuman ta’zir yang Dberkaitan dengan harta
dikelompokkan menjadi tiga, yakni merampas harta, mengubah bentuk
barang dan hukuman denda.

a. Merampas Harta

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya
hukuman fa’zir dengan cara mengambil harta, sebagaimana ulama
yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu
Hanifah menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum
selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas
perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada
pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.’®

b. Mengubah Bentuk Barang dan Memilikinya.

Hukuman ¢a’zir yang mengubah bentuk pelaku, antara lain
mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara
memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.”’
Sedangkan hukuman #a’zir berupa pemilikan harta penjahat (pelaku),
antara lain seperti keputusan Rosulullah saw melipatgandakan denda
bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman jilid.

¢. Hukuman Denda

76 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,...., 208.
7 Nurul Irfan dan Musyarofah, Figh Jinayah...., 159.
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Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang
berdiri sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok
lainnya. Contoh yang pertama seperti penjatuhan hukuman denda
terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau
mencuri kambing sebelum sampai di penggemblengannya. Sedangkan
contoh yang kedua seperti hukuman denda bersama-sama dengan jilid
bagi pelaku tindak pidana yang disebutkan di atas.

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman
yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang
mengadili perkara jarimah ¢a’zir, karena hakim diberi kebebasan yang
penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat
mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan
Jjarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.’®

4. Hukuman 7a’zir Lainnya
Adapun selain sanksi-sanksi 7a ’zir selain yang disebutkan di atas
ialah:
a. Sanksi Peringatan Keras
Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang dengan
mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada

pelaku.

8 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,..... 210.
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b. Hukuman Berupa Nasihat

C.

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan

firman Allah surat An Nisaa’ ayat 34 yang berbunyi:

°
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Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menatkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pengucilan
Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan

berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat
berhubungan dengannya.
Pemecatan dari Jabatannya

Yang dimaksud dengan pemecatan (a/ ‘az/) adalah melarang
seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau

memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.
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Contohnya, menerima suap, korupsi, melakukan kezaliman terhadap
bawahannya, hakim yang tidak mau memutuskan perkara atau
melakukan jarimah hudud, dipecat (sebagai hukuman tambahan).
Diumumkan Kejahatannya

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman
ta’zir adalah tindakan Umar tehadap seorang saksi palsu yang sesudah
dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Dalam madzhab Syafi’i
pengumuman ini boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar supaya
orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri.”

Akan tetapi di masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan
melalui berbagai media massa, baik cetak maupun media elektronik.3°
Perlu disinggung di sini bahwa dengan sanksi pengumuman ini tidak
dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan
seseorang. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada
maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka sanksi ¢a ’zirberupa

pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.?!

?1bid,...., 221.

80 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 168.
81 A. Djazuli, Figh Jinayah,..., 222.



BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH KONTINENTAL
REPUBLIK INDONESIA (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR: 13/Pid.Sus-

Prk/2017/PN. Mdn)

A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn

Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 16.35 WIB,
telah terjadi tindak pidana tersebut diatas yang dilakukan oleh Warga Negara
Asing (WNA). Terdakwa bernama Phet Endu sekiranya berumur 41 Tahun
yang mempunyai kebangsaan Negara Thailand. Terdakwa merupakan nahkoda
dari kapal KM.KHF 198 GT.63,74.3

Phet Endu selaku nahkoda kapal beserta beberapa awak kapal yang ada
di kapal tersebut telah ditangkap oleh awak kapal yang merupakan PNS
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sedang melakukan patrol
rutin diperairan Selat Malaka dengan menggunakan KP. HIU 12 kemudian
saksi mengetahui kapal penangkap ikan sekitar pukul 15.25 WIB saksi-saksi
melihat kapal tersebut melakukan penangkapan ikan kemudian KP. HIU 12
mendekati kapal tersebut lalu karena mengetahui KP. HIU 12 mendekat kapal
tersebut berusaha melarikan diri dengan cara memotong jarring, selanjutnya

pada pukul 16.35 WIB saksi-saksi yang berada di KP. HIU 12 berhasil

82 Putusan Pengadilan Negeri Medan, No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn, 3.
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menangkap kapal tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan
tersebut diketahui Terdakwa selaku Nahkoda dari KM. KHF 1980 tidak
memiliki STUP (Surat izin Usaha Perikanan) untuk melakukan penangkapan
ikan.

Penangkapan ikan yang dilakukan Phet Endu dengan kapal berbendera
asing tersebut melanggar daripada peraturan Negara Indonesia, yaitu
menangkap ikan menggunakan alat tangkap Trawl (Jaring Pukat Harimau)
yamg dapat merusak ekosistem laut, baik terumbu karang, ataupun ikan-ikan
kecil yang sebenarnya belum dapat diambil.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan
berturut-turut ini berupa :

1. Keterangan saksi-saksi
a. 4 anak buah kapal (ABK) yang dalam fakta persidangan dapat
diketahui kesamaan dalam memberikan keterangan di persidangan
kepada majelis hakim, sebagaimana yang tertulis dalam putusan
berikut ini:

Aphairat Jitkong, Phan Chatngern, Thongchai Endu, dan
Jamriang Chueram, dimana mereka adalah anak buah kapal (ABK)
dari KM. KHF 1980 GT. 63,74. Saksi menjelaskan bahwa ketika
melakukan penangkapan ikan tersangka Phet Endu tidak memiliki

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sehingga ketika dilakukan
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pemeriksaan oleh saksi, tersangka tidak dapat menunjukkan Surat
izin Usaha Perikanan (SIUP). Saksi juga menjelaskan bahwa pada
saat melakukan penangkapan ikan, mereka menggunakan alat
tangkap ikan berupa jenis Jaring Pukat Trawl (Pukat Harimau)
dimana penggunaan jaring pukat trawl tersebut dilarang oleh
pemerintah Indonesia karena dapat merusak ekosistem laut.
Menurut keterangan para saksi, ketika ditangkap oleh
petugas mereka sudah mendapatkan ikan sebanyak 831 (delapan
ratus tiga puluh satu) kilogram yang ditempatkan didalam palka,
dan jenis ikan hasil tangkapan adalah berupa ikan campur-campur.
Saksi juga menerangkan bahwa kapal dan alat-alat kelengkapan
yang ada di atas kapal ikan KM. KHF 1980 GT. 63,74 yang disita
adalah 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. KHF 1980 GT. 63,74, 1 (satu)
set alat tangkap ikan jenis Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS merk
JMC model V-3310P, 1 (satu) unit kompas merek Tokyo, 1 (satu)
unit Radio Komunikasi merek Motorola model CM 7668, 1 (satu)
unit radio merek Super Star seri SS-39, 1 (satu) buah buku Lesen
Vesel dan dengan nomor seri: F 001023, ikan campur-campur hasil

tangkapan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) kilogram.
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Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat
menerima dan mengakui semua apa yang disampaikan oleh saksi.®3
3 orang PNS Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
yang dalam fakta persidangan dapat diketahui kesamaan dalam hal
memberikan keterangan kepada majelis hakim, sebagaimana yang
tertulis dalam putusan ini:

Novry Sangian, A.Md, sebagai nahkoda kapal patrol KP.
HIU 12, Tri Hermiyanto, S.Pi sebagai mualim kapal patrol KP. HIU
12, Berkat Niatman Gulo sebagai markonis kapal patrol KP. HIU
12 menerangkan bahwa kapal tempat mereka bekerja telah
memeriksa dan menangkap KM. KHF 1980 GT. 63,74 yang berasal
dari negara Thailand pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017
pada pukul 16.35 di perairan Selat Malaka pada titik koordinat 04
derajat 37,623’N-099 derajat 24,965’E.

Pada saat saksi melaksanakan patroli pengawasan di
Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, saksi
telah menangkap terdakwa Phet Endu warga negara Thailand yang
sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan
Perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tanpa

memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dari Pemerintah

8 Ibid, hal 9.
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Republik Indonesia dan dalam melakukan penangkapan ikan
menggunakan jaring trawl.

Saksi juga menerangkan pada saat ditangkap, terdakwa
menahkodai kapal ikan KM. KHF 1980 GT. 63, 74 dengan anak
buah kapal (ABK) sebanyak 4 orang yaitu, Phan Chatngern,
Thongchai Endu, Jamriang Chueram, dan Aphairat Jitkong. Ketika
dilakukan pemeriksaan di laut, tersangka Phet Endu tidak dapat
menunjukkan Surat [zin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan
Pemerintah Republik Indonesia, selain itu mereka melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pukat trawl yang
jelas dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Saksi juga menerangkan bahwa pada saat melakukan
penangkapan, saksi menyita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal ikan KM. KHF 1980 GT. 63,74

2. 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis jaring trawl

3. 1 (satu) unit GPS Merk JMC model V-3310P

4. 1 (satu) unit kompas merek Tokyo

5. 1 (satu) unit radio Komunikasi merek Motorola model CM
7668

6. 1 (satu) unit radio merek Super Star seri SS-39
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7. 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan dengan nomor seri: F
001023
8. Ikan campur-campur hasil tangkapan sebanyak 831 (delapan

ratus tiga puluh satu) kilogram

2. Keterangan Saksi Ahli

Selain keterangan saksi yang diajukan, terdapat juga keterangan

seorang saksiahli yang berkompeten dibidang tersebut, yaitu Marianus O.

Brewon, S.St,PI yang merupakan PNS di Balai Pendidikan dan Pelatihan

(BPPP) Belawan Medan. Saksi diangkat menjadi PNS Perikanan sejak

tahun 2006 dan menjadi ahli dibidang perikanan sejak tahun 2006 sampai

sekarang.

Saksi menerangakan bahwa setiap kapal ikan yang melakukan

penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan pada saat

melakukan penangkapan ikan terdakwa menggunakan alat tangkap pukat

trawl, dimana alat tersebut dilarang digunakan. Saksi menjelaskan ciri-ciri

dari alat tangkap ikan jenis Pukat Trawl yaitu:

a.

b.

Bola gelinding (Boggin)
Rantai pengikat (Tikler Chain)
Tali penarik (Warp)

Papan pembuka mulut jarring (Otter Board)
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e. Sayap jarring (Wing)
f. Badan jarring (Body)
g. Kantong (Cood Lend)
h. Mulut jarring

Saksi ahli juga menjelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis pukat
trawl, yaitu: setelah tiba di fishing ground alat tangkap diturunkan dengan
cara menurunkan kantong terlebih dahulu kemudian diikuti oleh bagian
badan dan sayap. Setelah itu, alat tangkap tersebut berada dipermukaan
air dilanjutkan dengan menurunkan Otter Board (papan pembuka mulut
jaring). Setelah otter board berada di dasar perairan yang ditentukan alat
tangkap tersebut ditarik dengan menggunakan kapal. Kemudian dari
keterangan yang disampaikan saksi ahli bahwa setelah memploting posisi
03 derajat-32°-265" LU dan 100 derajat-3’-314" BT di peta laut 101 dan
dikonversikan ke GPS selanjutnya saksi ahli menjelaskan bahwa posisi
tersebut adalah benar Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI)
perairan Teritorial Indonesia. Saksi ahli juga menerangkan bahwa
dokumen yang diperlukan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
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3. Surat Izin Berlayar (SIB)
4. Surat Izin Laik Operasi (SLO)
Keterangan Terdakwa

Terdakwa bernama Phet Endu yang merupakan warga negara
Thailand telah ditangkap oleh kapal patrol KP. HIU 12 pada hari selasa 15
Agustus 2017 sekitar pukul 16.35 pada koordinat 04 derajat 39’ 850°N-099
derajat 08,576’E sekitar pukul 16.35 diperairan Selat Malaka karena
melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) Selat Malaka dan terdakwa merupakan nahkoda dari
kapal KM. KHF 1980 GT. 63,74. Menurut keterangan terdakwa, bahwa
terdakwa beserta awak kapal KM. KHF 1980 GT. 63,74 berangkat dari
Malaysia tanpa menggunakan bendera Malaysia. Pada saat ditangkap,
terdakwa dan awak kapal sedang melakukan penangkapan ikan dengan
menggunakan alat tangkap ikan jenis Jaring Trawl dan berhasil
mendapatkan ikan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) kilogram
yang ditempatkan di dalam palka. Dan jenis ikan yang ditangkap berupa
ikan campur-campur.34

Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika ditangkap, kapal dan
alat-alat kelengkapan yang ada di atas kapal ikan KM. KHF 1980 GT.

63,74 yang disita adalah sebagai berikut:

8 Ibid, 16
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a. 1 (satu) unit kapal ikan KM. KHF 1980 GT. 63,74

b. 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat trawl

c. 1 (satu) unit GPS Merk JMC model V-3310P

d. 1 (satu) unit Kompas merek Tokyo

e. 1 (satu) unit Radio Komunikasi merek Motorola model CM 7668

f. 1 (satu) unit radio merek Super Star seri SS-39

g. 1 (satu) unit buah buku Lesen Vesel dan dengan nomor seri: F 001023

h. Tkan campur-campur hasil tangkapan sebanyak 831 (delapan ratus tiga

puluh satu) kilogram

4. Barang Bukti yang Disita

a.

b.

Foto 1 (satu) unit kapal ikan KM. KHF 1980 GT. 63,74

Foto 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat trawl

Foto 1 (satu) unit GPS Merk JMC model V-3310P

Foto 1 (satu) unit Kompas merek Tokyo

Foto 1 (satu) unit Radio Komunikasi merek Motorola model CM
7668

Foto 1 (satu) unit radio merek Super Star seri SS-39

Foto 1 (satu) unit buah buku Lesen Vesel dan dengan nomor seri: F

001023
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h. Foto uang hasil sebesar Rp. 831.000 (delapan ratus tiga puluh satu
ribu rupiah) penjualan ikan campur-campur hasil tangkapan
sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) kilogram.

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.
Mdn

Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan
Nomor  13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn dalam menyelesaikan kasus
penangkapan ikan tanpa adanya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah sebagai berikut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan
terdakwa, serta barang bukti yang dibawa ke peradilan selanjutnya majelis
hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum ke muka Pengadilan dengan dakwaan alternatif, maka
Majelis Hakim akan memilih yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum
tesebut yakni didakwa dengan pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun
2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
Setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang
mengemban hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum

yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan diancam dengan
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Undang-Undang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya
dihadapan hukum.

Bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada
terdakwa Phet Endu sebagai nahkoda kapal KM. KHF 1980 GT. 63,74
yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata
identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut
Umum, dan tidak ada kesalahan tentang orangnya. Selama pemeriksaan di
persidangan berlangsung, terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik
jasmani maupun rohani, oleh karenanya majelis hakim memandang bahwa
terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum
atas perbuatannya. Oleh karena itu, majelis hakim menilai unsur “setiap
orang” telah terpenuhi secara hukum.

. Unsur “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan,
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan”

Yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai
suatu tujuan tertentu, dalam dalam teori ada tiga kategori, yaitu sengaja
dengan maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran (obzet bij
zekerheid bewustjin), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet

bij heidsbewustzijn).
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Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwasannya terdakwa Phet
Endu telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tanpa memiliki Surat Izin
Usaha Perikanan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
Mestinya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menangkap ikan tanpa
memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan lkan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Indonesia adalah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia
dan disertai dengan penggunaan alat tangkap ikan berupa jarring trawl
yang akan mengakibatkan atau mengganggu dan merusak keberlanjutan
sumber daya ikan karena cara kerja jarring pukat trawl yang ada
kantongnya dan pada mulut pukat bagian atas diberi pelampung dan
bagian bawah diberi pemberat rantai dan pada mulut pukat diberi tali
panjanng kiri dan kanan pukat berada di dalam laut menyisir perairan yang
akan dapat menyapu dan mematikan larva-larva ikan yang berukuran
kecil, bahkan dapat pula merusak ekosistem terumu karang yang hidup di
dasar perairan sehingga bila aktifitas tersebut berlangsung terus menerus
akan berdampak terhadap pelestarian sumber daya ikan yang bersifat
rentan di lokasi penangkapan ikan tersebut.®

Berdasarkan keterangan tersebut maka majelis hakim menilai

unsur “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

8 Ibid, 20
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Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan,
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan” telah
terpenuhi secara hukum.

. Unsur “Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari
keterangan saksi-saksi yang menangkap yang dibacakan dalam
persidangan dan juga saksi anak buah kapal (ABK) kapal ikan KM. KHF
1980 GT. 63,74, petunjuk, keterangan ahli yang dibacakan dalam
persidangan dan pengakuan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta bahwa
hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.35 WIB di posisi
koordinat 04 derajat 37,623°N-099derajat 24,965’E atau di perairan Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka melakukan penangkapan iakn
tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diekluarkan
Pemerintah Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan KM.
KHF 1980 GT. 63,74 yang berasal dari Malaysia ditangkap oleh Petugas
Kapal Patroli KP. HIU 12 selaku Pengawas Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan yang dinahkodai oleh Novry Sangian.

Posisi koordinat 04 derajat 37,623’N-099 derajat 24,965’E adalah
perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka Provinsi

Sumatera Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan
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Republik Indonesia, dan ketika ditangkap dan diperiksa oleh Petugas
Kapal Patroli KP. HIU 12 selaku Pengawas Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan tidak menemukan satupun dokumen/surat-surat resmi berupa
SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) maupun dokumen/surat-surat sah
lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang harus
dimilik oleh setiap kapal penangkap ikan termasuk kapal ikan KM. KHF
1980 GT. 63,74 yang dinahkodai oleh terdakwa sendiri, yaitu Phet Endu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tidak
memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 Ayat (1)” telah terpenuhi secara hukum.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka majelis
hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pemerintah Indonesia
dan perekonomian Negara serta merugikan para nelayan yang

menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.



67

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang sama
sebelumnya.
C. Amar Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn
Mengingat pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 45

Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

tentang Perikanan, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara

ini, maka majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Phet Endu tersebut terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja
melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak
memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Phet Endu dengan pidana denda
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kapal ikan KM. KHF 1980 GT. 63, 74

1 (satu) set alat tangkap ikan jenis jarring trawl

1 (satu) unit GPS Merk JMC model V-3310P

1 (satu) unit Kompas merek Tokyo
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- 1 (satu) unit Radio Komunikasi merek Motorola model CM
7668

- 1 (satu) unit radio merek Super Star seri SS-39

- 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan dengan nomor seri:
F001023
Dirampas untuk Negara dan selanjutnya diserahkan kepada
nelayan.

- Uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 831.000,- (delapan
ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal
18 Oktober 2017 oleh Morgan Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua,
Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.M., dan Ir. Khairil Anwar, Hakim-hakim Ad
Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Rudy H. Hutauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada
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Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Ruji Wibowo, S.H., M.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadiri terdakwa.8

8 Ibid, 25



BABIV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN IKAN DI WILAYAH KONTINENTAL REPUBLIK

INDONESIA (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR. 13/PID.SUS-

PRK/2017/PN. Mdn)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Tkan di Wilayah Kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan
Nomor. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn)

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 45 Tahun
2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
Kepemilikan SIUP diwajibkan bagi setiap orang yang melakukan usaha
perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan
usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.®’

Wewenang penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP)
diberikan kepada Direktur Jenderal atas izin dari Menteri Kelautan dan
Perikanan, sebagaimana sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah

Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006.88

8 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Perizinan, (http://dkp.bantenprov.go.id),
diakses pada 17 Oktober 2018, pukul 11.18.

8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006, Tentang Usaha Perikanan
Tangkap.
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Dalam hal ini, tindak pidana penangkapan ikan tanpa adanya
SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di wilayah kontinental Republik
Indonesia merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana ///egal Fishing
dan termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 1 ayat (5) UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31
Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “Kegiatan untuk
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/atau mengawetkannya.”

Dalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-
Prk/2017/PN. Mdn tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Phet Endu
(40), yang berwarga negara Thailand, melakukan penangkapan ikan di
wilayah Kontinental Republik Indonesia tanpa memiliki STUP (Surat Izin
Usaha Perikanan) telah melanggar pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.
45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, yang
berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang

penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan

pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia wajib memiliki STUP.”

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Phet Endu (40) sudah

memenuhi unsur-unsur yang dapat dijatuhkan pidana sebagaimana terdapat
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dalam pasal 92 Undang-Undang No 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-

Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di
bidang  penangkapan, = pembudidayaan,  pengangkutan,
pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki STUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).”

Disebutkan juga dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor

45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, yang

berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia wajib memiliki STUP.”

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka perbuatan terdakwa sudah

jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara

Indonesia. Selain terdakwa tidak memiliki STUP dari Pemerintah Indonesia

sebagai syarat wajib warga negara asing maupun warga negara Indonesia

yang akan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, perbuatan

tersebut juga memberikan banyak kerugian terhadap pemerintah, yakni

dapat menimbulkan kerusakan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan

ekosistem perairan laut yang ada karena penangkapan ikan yang

menggunakan jarring pukat trawl. Selain itu dari kegiatan penangkapan

ikan secara tidak sah (/llegal Fishing) ini dapat merugikan perekonomian
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negara Indonesia dan menurunkan penghasilan para nelayan yang
menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Akibat dari perbuatan terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian
negara dan menyebabkan kerusakan ekosistem laut, maka hukuman yang
diberikan kepada terdakwa adalah hukuman yang dapat memberikan efek
jera pada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan tindak
pidana yang sama.

Setelah mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa
penuntut umum serta mempertimbangkan yang terkait dengan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka majelis hakim
menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Padahal dalam Pasal 92 jo Pasal
26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana
penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP maka dapat dijatuhi hukuman
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara
kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar disarankan sebagai
nestapa.®® Masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan,

baik dalam teori maupun dalam praktek. Bagian yang tidak terpisahkan dari

8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), 109-110.
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hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum
pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan
suatu ancaman pidana. Pemidanaan merupakan suatu proses. Dalam
tujuannya, adalah sebagai perlindungan masyarakat, dan untuk terpidana
sendiri adalah untuk merehabilitasi terpidana dan mengintegrasikan yang
bersangkutan ke dalam masyarakat. Jadi pidana yang dijatuhkan
diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.”*

Pidana dibagi menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
Pertama, pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan, dan pidana denda. Kedua, pidana tambahan sendiri terdiri
dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan
pengumuman putusan hakim.°!

Dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn, hukuman
yang dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman denda. Pidana denda
dijatuhkan karena merupakan hukuman yang paling ringan diantara pidana
mati dan pidana penjara. Pidana denda dapat dipandang sebagai alternatif
dari pidana pencabutan kemerdekaan. Pada dasarnya penjatuhan hukuman
denda harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayarannya pun

ditetapkan tenggang waktu.

0 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), 2-3.
91 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,.....21.
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Menurut pasal 30 KUHP huruf ¢ menjelaskan bahwasannya jika
dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan
hukuman kurungan. Dalam pasal 21 KUHP juga menjelaskan, bagi
tehukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika
ia merasa bahwa tidak akan mampu membayar dendanya. Seandainya
sebagian dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai
pengganti dikurangi secara seimbang.®?

Dalam penjatuhan hukuman denda kepada terdakwa, majelis hakim
sudah mempertimbangkan hukuman tersebut dengan keadaan ekonomi
terdakwa. Sedangkan dalam penjatuhan hukuman kurungan, sekurang-
kurangnya 1 hari dan selama-lamanya adalah 6 bulan. Hakim dalam
menjatuhkan hukuman denda, harus melihat keadaan terdakwa. Jika
terdakwa ada tanda-tanda insyaf dalam kesalahannya atau atas dasar
pertimbangan hakim dalam hal-hal yang dapat meringankan.

Sebagaimana bunyi pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 pengganti atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang
berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengeloaan

perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang

penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama

8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah).”

92 1bid, 24.
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Pada dasarnya hukuman dari tindak pidana di bidang perikanan
adalah bersifat kumulatif. Dalam penerapan hukuman kumulatif, maka
pidana penjara dan denda harus diterapkan seklaigus. Maka dalam hal ini
tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menerapkan kedua hukuman
tersebut, dan hakim juga tidak boleh memilih salah satu dari hukuman
penjara dan denda, akan tetapi wajib menjatuhkan kedua hukuman pokok
tersebut.

Penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana
perikanan tersebut bertujuan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
Pelaku yang secara tebukti melakukan tindak pidana perikanan tersebut
wajib menjalani kedua hukuman, penjara selama bertahun-tahun dan wajib
membayar denda kepada pemerintah yang nilainya tidak sedikit sebagai
akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Jika dikaitkan dengan sifat kumulatif UU dalam bidang perikanan
tersebut, maka seharusnya kedua pidana tersebut digunakan sesuai
ketentuan UU yang telah ditetapkan. Kata “dan” dalam UU No 45 Tahun
2009 tentang Perikanan tersebut memberikan penjelasan bahwa kedua
pidana tersbut wajib dilaksanakan, yaitu pidana penjara dan denda, bukan
menggunakan pidana denda dan subsidair (pidana kurungan pengganti).

Terlepas dari hukuman kumulatif yang terdapat dalam Undang-
Undang tentang Perikanan dan kata-kata “dan” itu sendiri, dijelaskan pula

dalam pasal 102 yang berbunyi:
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“ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak
berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada
perjanjian antara Pemerintah negara yang bersangkutan”

Meskipun dalam ketentuan pasal 102 terdakwa tidak dapat dijatuhi
hukuman penjara, tetap saja hukuman yang diberikan kurang memberikan
ketegasan, serta keseriusan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia
karena pelaku tindak pidana tersebut tidak akan jera terhadapa penjatuhan
hukuman yang hanya dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) tanpa adanya pidana kurungan.

Hukuman ini dirasa sangat ringan, mengingat tindak pidana
penangkapan ikan tanpa adanya SIUP yang dilakukan oleh terdakwa, dan
belum tentu juga hukuman denda yang dijatuhkan tersebut menjamin untuk
tidak diulangi lagi di masa yang akan datang, dengan banyaknya bukti
kasus penangkapan ikan tanpa adanya SIUP yang terjadi di perairan
Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing. Dari
penjelasan inilah dapat dinilai penegakan hukum di Indonesia kurang tegas.

Selain itu jika dilihat dari denda maksimal yang dijatuhkan dalam
pasal 92 UU No 45 tahun 2009 yaitu pidana penjara maksimal 8 tahun dan
denda maksimal Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),
di bandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan masih begitu kurang
dalam memberikan efek jera terhadap terdakwa. Selain itu akibat dari

tindak pidana tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem laut sebab

penggunaan jaring terlarang dan kerugian perekonomian bangsa.
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Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya
hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, tidak sesuai
dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dimana dalam pasal tersebut
hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana dan denda, akan tetapi
pada realitanya, hakim hanya menjatuhkan hukuman denda, dan hukuman
denda itu dirasa masih sangat kurang dalam memberikan efek jera terhadap

terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan.

. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di
wilayah Kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan Nomor:
13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn)

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia secara
menyeluruh. Hukum pidana Islam merupakan peraturan Allah SWT yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits dimana peraturan tersebut yang
mengatur tata cara menjaga dan mengatur antara hak Allah, hak manusia
pada umumnya, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh
syariat.

Adanya peraturan dalam hukum islam ini bertujuan untuk
menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun
di akhirat. Demikian juga dengan tujuan hukum pidana Islam bahwa segala
sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, rahmat, serta bertentangan

dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran, bukan



79

merupakan syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan dari Allah untuk
hamba-Nya dan rahmat untuk makhluk-Nya.

Dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana pencurian ikan
(illegal fishing) pada dasarnya merupakan kejahatan jarimah hudud.

Dasar dari hukuman pencurian itu sendiri terdapat dalam Al
Qur’an surat Al Maidah ayat 38, yang berbunyi:
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Artinya: ‘“Jaki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan disini adalah jarimah ta’zir.
Jarimah ta’zir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara’,
akan tetapi hukuman tersebut diserahkan kepada w/il amri, dalam hal ini
adalah pemerintah, baik untuk penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam
penentuan hukuman tersebut, pemerintah hanya menentukan hukumannya
secara global saja. Artinya, pembuat Undang-Undang tidak menetapkan
hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya

menetapkan besarnya hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang

sebesar-besarnya.”?

9 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 19.
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Pemberian sanksi denda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana
penangkapan ikan tanpa adanya SIUP di perairan Indonesia, merupakan
penerapan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hukum
pidana Islam, hakim sama halnya pihak yang berwenang melaksanakan
hukuman ta’zir. Pemberian kekuasaan kepada pemerintah agar mereka
leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi
wilayahnya demi kemaslahatan masyarakat. Hakim boleh memberikan
hukuman terhadap pelaku jarimah yang tidak terdapat dalam nas jika

tuntutan kemaslahatan mengehendakinya, maka kaidah ini digunakan:

fokiadd) &4 535 583

Artinya: Hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.*
Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus berdasarkan bukti
yang ada. Pembuktian dalam hukum pidana Islam merupakan unsur yang
penting dalam proses berperkara di pengadilan, karena melalui alat bukti
tersebut dapat memberikan kepastian terhadap suatu kejadian yang terjadi.
Setelah dilakukan pembuktian, hakim dapat melakukan eksekusi
berupa perampasan barang bukti tersebut. Ada yang dimusnahkan, dan ada
yang dirampas untuk negara. Kemudian hakim dapat menjatuhkan
hukuman kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut

Abdul Qadir Audah, pemberian hukuman adalah pembalasan yang

94 Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah: Azas-Azas Hukum Pidana Islam,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49.
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ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.

Dalam persidangan, hakim harus memiliki keadilan dalam
memutuskan dan mempertimbangkan hukuman untuk pelaku. Tindak
pidana penangkapan ikan tanpa adanya SIUP di perairan Republik
Indonesia dengan melawan hukum yang telah ditetapkan, dan dalam
hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah ta’zir.

Definisi dari jarimah ta’zir itu sendiri adalah sanksi yang
diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik
yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk
ke dalam kategori hukuman Audud ataupun kaftarah. Karena ta’zir tidak
ditentukan secara langsung oleh Al Qur’an dan Hadis, maka ini menjadi
kompetensi penguasa setempat.” Sedangkan pengertian yang dikehendaki

oleh Figh Jinayah adalah seperti yang dikemukakan di bawah ini:
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“Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan
kadar hukumnya oleh syara’dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau
hakim.”?

Pada prinsipnya, penjatuhan fa’zir terutama yang berkaitan
dengan fa’zir yang menjadi wewenang penuh u/i/ amri, artinya baik bentuk

maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk

% Nurul Irfan dan Musyarofah, Figh Jinayah,..... 140.
9 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam,.... 141.
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menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum,
yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau
kepentingan sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan.®’

Dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pencurian
ikan di perairan Indonesia sebagaimana yang dijelaskan di atas,
bahwasannya suatu perbuatan jarimah harus di ancam dengan hukuman
ta’zir atau hudud. Maka dalam hal ini, dapat dilihat dari definisi dan unsur
yang terdapat dalam jarimah masing-masing. Menurut Djazuli, dalam
bukunya yang berjudul Figh Jinayah, unsur jarimah terbagi menjadi dua
macam, yaitu unsur khusus dan unsur umum. Unsur umum adalah unsur
yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus jarimah
adalah unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak
terdapat pada jenis jarimah yang lain.®

Dalam pembagian jarimah, menurut para ulama terbagi menjadi
tiga macam, yaitu jarimah hudud, gisas / diyah dan ta’zir. Jarimah hudud
adalah segala tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan
ukuran hukumannya, serta hukumannya merupakan hak Allah SWT.
Jarimah gisas adalah jarimah yang tujuannya memberikan perlakuan yang
sama terhadap terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Diyah adalah ganti rugi dengan harta terhadap tindak pidana yang

9 Ibid,... 142.
%8 Djazuli, Figh Jinayah,....12.
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dilakukan. Dan yang terakhir adalah jarimah ta’zir adalah jarimah yang
tidak ditentukan ketentuan hukumannya oleh nass Al-Qur’an ataupun Al-
Hadis, dan hukumannya diserahkan kepada waliyyul amri (hakim).

Dilihat dari definisi jarimah diatas,maka tindak pidana pencurian
ikan tanpa adanya SIUP yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah
perairan Indonesia merupakan jarimah ta’zir yang hukumannya diserahkan
sepenuhnya kepada waliyyul amri (hakim).

Dalam tindak pidana pencurian, terdapat 5 unsur yaitu:

a. Mengambil harta secara diam-diam

Pengambilan harta secara diam-diam terjadi apabila pemilik
barang/korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang
tersebut dan tidak ada unsur kerelaan dalam pengambilan barang
tersebut. Hal ini sama dengan tindak pidana pencurian ikan yang
dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan negara Indonesia
tanpa adanya SIUP yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Karena dalam penangkapan ikan, harus melengkapi dokumen-dokumen
yang sudah diatur oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah
memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Karena surat izin
merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh warga negara asing
untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak

pidana yang dilakukan membuktikan bahwa pelaku melakukan
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penangkpaan secara diam-diam, karena tidak memiliki surat izin berupa
SIUP. Atas dasar inilah petugas patrol menangkap pelaku tersebut.
. Barang yang dicuri berupa harta

Suatu barang dapat dikatakan sebagai harta harus mempunyai
syarat-syarat. Pertama, barang tersebut harus termasuk AMal/
mutagawwim, yaitu barang tersebut dianggap berharga menurut syara’.
Dalam hal ini, ikan di laut termasuk aset yang sangat berharga dan
penting untuk dilindungi, sedangkan ikan tersebut menjadi objek
pencurian. Maka salah satu dari bentuk diberlakukannya Undang-
Undang tentang Perikanan agar ikan yang berada di laut Indonesia
terlindungi serta tetap lestari. Dan ikan disini termasuk berharga bagi
negara Indonesia.

Kedua, barang tersebut harus barang bergerak. Dalam hal ini
pencurian memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan
mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi
kecuali pada benda yang bergerak. Dalam kasus ini, objek pencurian ini
adalah ikan. Berdasarkan keterangan para saksi, ikan tersebutawalnya
berada di laut, kemudian ikan tersebut ditangkap oleh Phet Endu selaku
nahkoda kapal menggunakan jarring pukat trawl, dan kemudian ikan
tersebut diangkat lalu dipindahkan ke dalam palka kapal. Pelaku
berhasil menangkap ikan sekitar 831 kg.

Ketiga, barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya.

Yang dimaksud disini adalah setiap tempat yang disiapkan untuk
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penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali
dengan izin pemiliknya. Keberadaan ikan di laut merupakan tempat
untuk menyimpan asset negara dalam bentuk ikan, karena dalam hal ini
ikan yang ditangkap tersebut merupakan asset negara yang dilindungi
oleh Undang-Undang serta dijaga keamanannya oleh petugas angkatan
laut yang ditugaskan untuk melakukan patrol rutin di wilayah
perikanan tersebut.
Harta yang dicuri milik orang lain

Artinya, barang yang diambil ada pemiliknya. Dalam hal ini,
ikan di perairan Indonesia adalah milik pemerintah, dan terdakwa Phet
Endu telah mengambil ikan di laut Indonesia tanpa memiliki izin dari
pemerintah Indonesia. Maka dari itu, ikan yang semula berada di laut
Indonesia ditangkap oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dan
dibawa pulang ke negara asalnya, yaitu Thailand.
. Barang yang dicuri mencapai nisab

Dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka barang yang
dicuri harus mencapai nisab. Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai
batas nisab pencurian. Akan tetapi Nabi menyebutkan tentang nisab
pencurian sebesar seperempat dinar, seperti hadis berikut:
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“Dari Aisyah r.a, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW
bersabda, ‘Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri seharga
seperempat dinar atau lebih’”’(Hadis Riwayat Muttafaq ¢ Alaih)®?

Adapun mengenai nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual
satu gram emas per 27 Agustus 2007 adalah 199.500 rupiah dan harga
belinya adalah 202.000 rupiah. Selanjutnya, diambil rata-rata per gram
sehingga menjadi 200.000 rupiah dan seperempatnya adalah 50.000
rupiah. Angka tersebut tidaklah fantastis jika tangan si pencuri harus
dipotong. Untuk tahun 2013, harga emas per gram lebih kurang 600.000
rupiah. Seperempatnya adalah 200.000 rupiah.!%

Menurut pendapat Shalih Al-Utsaimin, bahwa sudah sangat
jelas riwayat yang dikemukakan oleh para ahli. Tangan pencuri harus
dipotong jika mencapai seperempat dinar atau lebih. Jatuhkan sanksi
potong tangan karena mencuri seperempat dinar dan batalkan sanksi
tersebut jika tidak mencapai seperempat dinar. Hal ini sangat jelas.
Selanjutnya, kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW
memberlakukan hukum potong tangan karena mencuri seperempat dinar
dinilai besar. Saat itu harga seekor kambing adalah satu dinar,
sedangkan untuk saat ini seperempat dinar nilainya sedikit sekali.
Jawabannya bukan , bukan begitu. Pemikiran seperti ini tidak dapat

diterima. Padanannya adalah zakat unta pada zaman Rasulullah SAW

sebanyak dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Saat ini kalau

9 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Indonesia: Dahlan, t.t), jilid IV, 2715.
100 Nyrul Irfan dan Musyarofah, Figh Jinayah,...107-108
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diminta mengeluarkan zakat sebanyak beberapa dirham, maka kita akan
memberikan beberapa dirham. 0!

Dalam memandang nilai nisab pencurian yang seperempat
dinar pada zaman Nabi SAW harus dillihat juga dari sisi kondisi
ekonomi pada saat itu. Jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi
sekarang, maka nilai sperempat dinar sangatlah kecil untuk hukuman
potong tangan. Oleh karena itu, perlu kita kaji dengan batas nilai
minimal pencurian yang dilakukan dengan menggunakan hukum yang
ada di Indonesia.

Dalam pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP menyebutkan bahwa: “Kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah’
dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi
Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).” Dari pernyataan
tersebut diatas dapat ditarik bahwasannya batas minimal nilai pencurian
di negara Indonesia adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah), sedangkan hasil dari pencurian ikan sebanyak 831 kg yang jika
di uangkan menjadi Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu
rupiah) masih belum mencapai batas minimal. Oleh karena itu, hukuman
ta’zir disini berlakukan. Artinya, hakim yang berhak menentukan

hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pencurian.

191 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarh Kitab Siyasah Al-Syar’iyyah Ii Syaikh Al-Islam
1bni Taimiyah, (Dar Al-Kutub, 2005), 271-272.
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Adanya niat melawan hukum

Mengambil barang secara sembunyi-sembunyi tidak dapat
dianggap sebagai pencuri kecuali jika di dalam benak si pelaku terdapat
unsur melawan hukum. Sikap melawan hukum ini dapat terjadi pada
saat pelaku mengambil harta orang lain padahal ia mengetahui bahwa
perbuatan itu diharamkan. Hal ini ia lakukan untuk memiliki harta
tersebut bagi dirinya (unsur memperkaya diri) tanpa sepengetahuan dan
tidak diizinkan oleh pihak pemilik. Penangkapan ikan yang dilakukan
oleh warga negara asing, Phet Endu merupakan tindakan melawan
hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi saat di
peradilan, yang mengemukakan bahwa pada saat kapal terdakwa
ditangkap, tidak ditemukan adanya surat-surat atau dokumen-dokumen
yang menunjukkan adanya izin dari pemerintah Indonesia untuk

melakukan penangkapan ikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya,

maka dapat di ambil kesimpulan sebgai berikut:

1.

Putusan hakim No. 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn tentang tindak pidana
penangkapan ikan tanpa memiliki STUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di
wilayah kontinental Republik Indonesia tidak sesuai dengan pasal 92 jo
pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 45 tahun 2009 perubahan atas
Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Karena dalam
penjatuhan hukuman, hakim hanya menjatuhkan pidana denda. Penjatuhan
hukuman tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dimana
hukuman yang seharusnya dijatuhkan adalah hukuman pidana penjara dan
denda. Dalam hal ini putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan Undang-
Undang. Dilihat dari aspek yang menyertainya, seperti unsur yang terdapat
dalam pasal tersebut, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian

ikan dan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang merupakan
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warga negara Thailand tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang
Perikanan.

Dalam analisis hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa adanya SIUP (Surat Izin
Usaha Perikanan) di wilayah kontinental Republik Indonesia yang telah
tertuang dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn adalah
hukuman denda (?a ’zir) yang mana hukuman tersebut adalah hukuman dari
ulil amri (hakim). Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana
yang hukumannya sudah ditetapkan dalam nass. Akan tetapi untuk dapat
dijatuhi hukuman Aad harus memenuhi segala unsur-unsurnya. Jika salah
satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hukumannya bukan lagi /ad,

akan tetapi ta’zir.

B. Saran

1.

Diharapkan aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman lebih
cermat terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana
penangkapan ikan tanpa memiliki STUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di
wilayah kontinental Republik Indonesia dengan melihat serta
mempertimbangkan berbagai aspek, terutama terhadap masyarakat umum.
Dalam penjatuhan hukuman harus mempunyai efek yang menjerakan agar

kejahatan tidak diulangi lagi di lain waktu.
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2. Adanya peraturan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini
dilakukan agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk
saling menjaga lingkungan sekitar, terutama kehidupan di perairan serta

menjaga perekonomian negara tetap stabil.
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